BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Menimbang

Mengingat

S.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa, perlu mengatur tentang
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); ﬂ]
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya
Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten
Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli
Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 058 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat
(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Kabupaten Langkat.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Bupati adalah Bupati Langkat.

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di
tingkat Kecamatan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan
di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Desa, Pernbinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan wurusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara
BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur
masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
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Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di
Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian
dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data
mengenal keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai
informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta
dinamika masyarakat Desa.

Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana
prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta permasalahan yang dihadapi Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu
6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian
dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan
Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan
pembangunan Daerah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Asct Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau
perolehan hak lainnya yang syah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang
diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan
mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,

Penggalian gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk
menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang
pendayagunaan sumber daya Desa.

Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di
tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun
ditingkat dusun.

Utusan atau perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta
memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun
Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat
Desa untuk membahas hasil musyawarah dusun ditingkat Desa.



Pasal 2

(1) Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai

dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Daerah.

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat
gotong royong.

(3) Dalam rangka penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh
Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Pendamping Profesional.

(4) Dalam rangka mengoordinasikan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh Tenaga Pendamping
Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

(1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
b. RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.

{2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

(1) RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak pelantikan Kepala Desa.

(2) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli.
(3} RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk penyusunan

perencanaan pembangunan skala Desa Tahun n+l1 dan untuk penyusunan
perencanaan pcmbangunan skala Kabupaten Tahun n+2.
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Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Desa
Paragraf 1
Umum

Pasal 6

; Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan

pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembakuan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
Peraturan Bupati yang mengatur Kewenangan Desa.

Pembakuan kode bidang, program dan kegiatan pembangunan Desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita
yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan
keadaan obyektif Desa.

Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diukur untuk dapat
mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang
ingin dicapai.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar tujuan
dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang merupakan penjabaran dari
Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.

Kebijakan pembangunan Desa diarahkan untuk membangun Desa disegala
bidang berdasarkan kewenangan Desa yang merupakan perwujudan dari Visi
dan Misi Kepala Desa. Tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat

Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalul
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam
dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 8

Kepala Desa dalam  menyelenggarakan  penyusunan RPJM  Desa
mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.

Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan
kegiatan Daerah.

Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan kegiatan yang meliputi:
a. sosialisasi dan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
c. pengkajian keadaan Desa, yang dilakukan melalui tahapan :
1. penggalian gagasan melalui Musyawarah Dusun ﬂ P



(1)

(1)

(2)

(4)

2. pengelompokan masalah dan potensi Desa melalui musyawarah Desa; dan

3. pelaporan pengkajian keadaan Desa.
. pembahasan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
. penyusunan rancangan RPJM Desa;
f. pembahasan Rancangan RPJM Desa melalui musyawarah perencanaan
pembangunan Desa; dan
g. penetapan RPJM Desa.

o Qo

Paragraf 2
Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 9

Sebelum menyusun RPJM Desa Kepala Desa menyelenggarakan sosialisasi
kepada masyarakat.

Sosialisasi penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti
oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;

b. tokoh adat;

c. tokoh agama;

d. tokoh masyarakat;

e. tokoh pendidikan;

f. perwakilan kelompok tani;

g. perwakilan kelompok nelayan;

h. perwakilan kelompok pengrajin;

1. perwakilan kelompok perempuan;

j. perwakilan kelompok anak ;

k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan

m. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.

Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. proses penyusunan RPJM Desa; dan
b. pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 10

Pada saat sosialisasi penyusunan RPJM Desa Kepala Desa memfasilitasi
pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa secara partisipatif.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Kepala Desa selaku pembina;

b. Sekretaris Desa selaku ketua;

c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku sekretaris; dan

d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa,
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang
dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum
perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah Tim.

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa. M
/



Pasal 11

Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

oo

{1)

{2)

(4)

(1)

(1)

penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah,;
pengkajian keadaan Desa;

penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa dengan Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah

Pasal 12

Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan
pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.

Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan
pembangunan Desa.

Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah
kebijakan pembangunan daerah.

Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:

a. rencana pembangunan jangka menengah daerah ;

b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;

c. rencana umum tata ruang wilayah daerah;

d. rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan

e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 13

Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan
dengan cara mendata dan memilah rencana program dan Kkegiatan
pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.

Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan
yang akan masuk ke Desa.

Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 14

Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf b. I



(2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.

(3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
kegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasan data Desa;
b. penggalian gagasan melalui musyawarah dusun
c. musyawarah Desa; dan
d. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

(4) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka
penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 15

(1) Penvelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a
dilakukan melalui kegiatan:
a. pengumpulan data Desa;
b. analisa data.
(2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
. sumber daya manusia;
. sumber daya alam;
sumber daya pembangunan
. data ketimpangan Gender;
. data kemiskinan;
data kekerasan dalam rumah tangga;
. data masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas) dan masyarakat
marjinal,
. data sosial budaya;
data kondisi Infrastruktur; dan
data Aset Desa
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(3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam format data Desa.

(4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran
laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

(5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan
perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 16

(1) Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali masalah yang
dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

(2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji dalam
musyawarah Desa.

Pasal 17
(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan

secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dusun sebagai
sumber data dan informasi. A/



(2)

(3)

(1)

(2)

(2)

Pelibatan masyarakat dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan melalui musyawarah dusun.

Unsur masyarakat dalam Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), antara lain:

tokoh adat;

tokoh agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

kelompok tani;

kelompok nelayan;

kelompok perajin;

kelompok perempuan;

kelompok pemerhati dan pelindungan anak;

kelompok masyarakat miskin; dan

kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat setempat.

R e (Pl Quely O B

Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah
dusun dan/atau musyawarah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

Penggalian gagasan masyarakat melalui Musyawarah Dusun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara diskusi kelompok.

Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Sketsa
Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk
menggali gagasan masyarakat.

Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian
gagasan.

Pasal 19
Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi hasil musyawarah dusun.

Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
format rekapitulasi penggalian gagasan yang menjadi lampiran laporan hasil
pengkajian keadaan Desa.

Pasal 20

Hasil rekapitulasi penggalian gagasan dibahas dan dikaji dalam musyawarah
Desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti unsur antara
lain sebagai berikut :
. Utusan atau perwakilan dusun;
. Lembaga Kemasyarakatan Desa,
Pemerintah Desa;
. Instansi pendidikan, kesehatan tingkat Desa,
Kelompok perempuan;
Warga miskin dan marjinal;
. Kelompok Ekonomi;
. Kelompok pemerhati anak; dan
walnmnok masvarakat lain vane sesuai dengan kaondisi encial haidawrn Tian~
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(3)

(4)

Dalam musyawarah Desa dibahas hal-hal sebagai berikut :
a. Legenda dan Sejarah Desa

b. Pengelompokan masalah, penyebab dan potensi

c. Penyelarasan Visi, Misi Kepala Desa

d. Alternatif tindakan yang layak

e. Penyelarasan dengan RPJM Daerah

f. Penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa

g. Penyusunan arah kebijakan keuangan

h. Perangkingan

1. Penyusunan draf matrik RPJM Desa

Hasil musyawarah Desa menjadi lampiran laporan pengkajian keadaan Desa.

Pasal 21

(1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:

a. data profil Desa yang sudah diselaraskan,;

b. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke Desa;

c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
d. hasil Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa.

Pasal 22

Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian
keadaan Desa.

Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sebagai bahan musyawarah Desa.

Paragraf 5
Penyusunan Rancangan awal RPJM Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 23

BPD menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil
pengkajian keadaan Desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 24

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, membahas dan
menyepakati sebagai berikut:

a.
b.

laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi
Kepala Desa; dan

rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.



(1)

(2)

Pasal 25

Hasll kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 dituangkan dalam Berita Acara.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi
Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan akhir RPJM Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Desa

Pasal 26

Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan Akhir RPJM Desa berdasarkan
hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Rancangan Akhir RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam dokumen rancangan akhir RPJM Desa.

Sistimatika rancangan akhir RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat :

a. BAB | PENDAHULUAN
A. Latar Belakang/Pendahuluan
B. Landasan Hukum
C. Tyjuan
b. BAB Il PROFIL DESA
A. Legenda dan Sejarah Desa
B. Kondisi Umum Desa
C. Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) Desa
c. BAB IlII PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
A. Sosialisasi
B. Musyawarah Dusun
C. Musyawarah Desa
D. Musrenbang RPJMDesa
d. BAB IV PRIORITAS MASALAH
e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, ARAH
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN
DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
A. Visi
B. Misi
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
E. Program dan Kegiatan Indikatif
f. BAB VI PENUTUP
g. LAMPIRAN-LAMPIRAN
. Matrik Program Kegiatan
. Proses Penyusunan Program
. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram
Kelembagaan)
. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
.Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun,
Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
6. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
. Peta Desa

.Foto Kegiatan (Musyawarah Dusun,Musyawarah Desa dan Musyawahrah
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(4)

(1)

Tim Penyusun RPJM Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan
rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Tim
Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 27

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun
oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala

Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa,
dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 7
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa

Pasal 28

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
yvang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;

b. tokoh adat;

c. tokoh agama,

d. tokoh masyarakat,

e. tokoh pendidikan;

f. perwakilan kelompok tani;

g. perwakilan kelompok nelayan,;

h. perwakilan kelompok perajin;

i. perwakilan kelompok perempuan;

j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
k. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan

. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 8
Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Pasal 29
Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan

dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah
perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 m
7



(2) Dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.

(3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan
disepakati bersama menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 30

(1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan

disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya
ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pasal 31

Format kegiatan penyusunan RPJM Desa tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan RKP Desa
Paragraf 1
Umum

Pasal 32
(1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
(2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari
pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

(3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli.

(4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan
September.

(5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
Pasal 33
(1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat.

(2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
kegiatan yang meliputi:
a. penyusunan rencana pembangunan Desa melalul musyawarah Desa;
b. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
¢. Musyawarah Desa meliputi :

1. pencermatan Pendapatan Asli Desa,



2.pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan
masuk ke Desa;

3.Jaringan aspirasi masyarakat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

5. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

6.analisa keadaan darurat;

7. pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak
ketiga; dan

8. daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Desa.

d. penyusunan rancangan RKP Desa;

e. penyepakatan rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan
pembangunan Desa;

f. penetapan RKP Desa;

g. perubahan RKP Desa; dan

h. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 34

BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana
pembangunan Desa.

Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman

bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP
Desa.

BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
paling lambat bulan Juni.

Pasal 35

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) membahas

hal-hal sebagai berikut:

a.mencermati ulang dokumen RPJM Desa menyepakati hasil pencermatan
ulang dokumen RPJM Desa; dan

b.membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang
dibutuhkan.

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari warga
masyarakat Desa.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
Berita Acara dan menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 36

Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kepala Desa selaku pembina;

b. Sekretaris Desa selaku ketua;

¢. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai sekretaris; dan )4’



(5)

d. Anggota yang meliputi : Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan
Masyarakat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur
masyarakat.

Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan
paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan
paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah tim.

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni
tahun berjalan.

Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 37

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan fasilitasi Musyawarah Desa dengan
kegiatan sebagai berikut:

a.

b.

oo

e o

(1)

pencermatan rencana Pendapatan Asli Desa,;

pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke
Desa;

pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

analisa keadaan darurat;

pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
pembahasan daftar usulan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa,;
penyusunan rancangan RKP Desa; dan

penvusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 4
Musyawarah Desa

Pasal 38

Musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas :

a. pencermatan rencana Pendapatan Asli Desa;

b. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk
ke Desa;

c. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

d. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

e. analisa keadaan darurat;

[.  pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/ atau dengan pihak
ketiga;

g. daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Desa;

h. penyusunan rancangan RKP Desa; dan

1.  Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa

{2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam Berita

Acara.

Pasal 39

Peserta musyawarah Desa terdiri dari unsur:

b
s
d
o

Pemerintah Desa;

. BPD:

Lembaga Kemasyarakatan Desa;

. tokoh masyarakat/agama,; /j/[
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f. pelaku ekonomi;

masyarakat miskin;

kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

1. kelompok perempuan; dan

J. masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 40

(1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan Pendapatan Asli Desa untuk
menyusun arah kebijakan keuangan Desa.

(2) Pencermatan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan potensi Pendapatan Asli Desa.

(3} Perkiraan Pendapatan Asli Desa minimal sama dengan tahun sebelumnya sesuai
dengan kondisi keuangan Desa.

Pasal 41

(1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang:
a. pagu indikatif Desa; dan

b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah yang masuk ke Desa.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa
dari Daerah paling lambat bulan Juli.

Pasal 42

(1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan pagu indikatif Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b yang meliputi:
a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;

b. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
daerah;

c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah.

(2) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi penyelarasan rencana program/kegiatan
vang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
a. rencana kerja pemerintah daerah;
b.rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah;

¢. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam
format pagu indikatif Desa.

(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam
format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.

(5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4), Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal
Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan kerjasama antar Desa; ﬁ

Pasal 43

Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi

keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).

Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa
dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak
keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 44

Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan skala prioritas usulan
rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
format pencermatan RPJM Desa dan menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP
Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Hasil pencermatan sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam format pencermatan
RPJM Desa.

Pasal 45

Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan baik yang
sudah atau belum dilaksanakan, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKP
Desa tahun sebelumnya,;

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan
rancangan RKP Desa.

Hasil evaluasi sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam format hasil evaluasi RKP
Desa.

Pasal 46

Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi analisa keadaan darurat;

Keadaan darurat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
a. bencana alam;

b. keadaan luar biasa /wabah penyakit;

c. krisis politik;

d. krisis ekonomi;dan

e. kerusuhan sosial yang berkepanjangan.

Hasil analisa keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam format hasil analisa keadaan darurat dan menjadi dasar penyusunan
rancangan RKP Desa.

Pasal 47

/



(2) Hasil pencermatan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dituangkan dalam format hasil hasil pencermatan kerjasama antar Desa
menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Desa.

Pasal 48

(1) Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan

(2)

{4)

(1)

(2)

pembangunan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.

Pelaksana kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya meliputi:

a. ketua;

b. sekretaris;

¢. bendahara; dan anggota pelaksana.

-

Pelaksana keglatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan
kaum perempuan.

Paragraf 5
Penyusunan Rancangan Dokumen RKP Desa

Pasal 49

Penyusunan rancangan dokumen RKP Desa berpedoman kepada hasil

kesepakatan musyawarah Desa dan hasil musyawarah perencanaan
pembangunan Desa.

Rancangan dokumen RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

. analisa prioritas RPJM Desa;

. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa,;

. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja

sama antar Desa dan pihak ketiga;

e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah; dan

f. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau
unsur masyarakat Desa.

Sistematika rancangan dokumen RKP Desa meliputi:

a. Pendahuluan

b. Gambaran umum Desa

c. Rumusan program dan kegiatan

d. Arah kebijjakan keuangan Desa

e

f.
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. Prioritas program dan kegiatan
Penutup.

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
format rancangan RKP Desa.

Pasal 50

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilampiri rencana
kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para
Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa. ﬁ

e



(3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

(4) Tim verifikasi dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
a. unsur Pemerintah Desa;
b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
c. unsur masyarakat Desa.

Pasal 51

(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan Kkegiatan

pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.

(4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
menjadi lampiran Berita Acara laporan Tim Penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 52

(1) Tim Penyusun RKP Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan
rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan
rancangan daftar usulan RKP Desa.

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim
Penyvusun RKP Desa kepada Kepala Desa

Pasal 53

(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52.

(2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah
perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 54

(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
avat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. tokoh adat,
b. tokoh agama;
c kol masvaralkat: '



(3)

(4)

. tokoh pendidikan;
perwakilan kelompok tani;
perwakilan kelompok nelayan;
perwakilan kelompok perajin;
. perwakilan kelompok perempuan;
perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
perwakilan kelompok masyarakat miskin

bt o gl i i Il o R

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah
perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain
sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 55

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) memuat
rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas
program dan kegiatan yang didanai:

pagu indikatif Desa;

pendapatan asli Desa;

swadaya masyarakat Desa;

bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan

bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah.

© a0 o

Prioritas, program dan Kkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2,
dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang
meliputi:

a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;

b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan
kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

pemanfaatan teknologl tepat guna untuk kemajuan ekonomi;

pendayagunaan sumber daya alam;

pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;

peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa
berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan

i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
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Pasal 56

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan
dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah
perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran
rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.

Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). '

Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
{4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan
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(1)

(2)

(1)

Paragraf 7
Perubahan RKP Desa

Pasal 57

RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b.lerdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan

kegiatan sebagai berikut:

a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan
terkait dengan kejadian khusus;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena
dampak terjadinya peristiwa khusus;

C. menyusun rancangan Kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana
Anggaran Biaya; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas
kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena
dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;

¢. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana
Anggaran Biaya; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 58

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan

penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
% A

Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus
dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
57 ayat (1).

Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa
tentang RKP Desa perubahan.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam
penyusunan perubahan APB Desa.



Paragraf 8
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 59

(1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 kepada Bupati melalui Camat.

(2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lambat 30 September tahun berjalan.

(3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi
pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan
daerah.

(4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan
daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah
diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Desa paling
lambat bulan Agustus tahun anggaran berikutnya.

Pasal 60

Format kegiatan Penyusunan RKP Desa tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 1II
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

(1) Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang
dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

(2) Pelaksanaan Kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. Pembangunan Desa berskala lokal Desa, dan
b. Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa.

(3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar Desa
dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.

(4) Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak APB Desa di
tetapkan.

Pasal 62

(1) Pembangu_nan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program
daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

i



(2)

(3)

(4)

(2)

Dalam hal ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), menyatakan
pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah di integrasikan ke dalam

pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di desa di catat
dalam APB Desa.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan
pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada
desa, maka mempunyai kewenangan untuk mengurus.

Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana di maksud

pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa vyang
diselenggarakan oleh BPD.

Dalam hal pembahsan dalam musyawarah Desa sebagaiman dimaksud pada
ayal (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau
program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari

teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan
keberatan dimaksud.

Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 63

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program
daerah yang didelegasikan pelaksanaanya kepada Desa.

Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaiman dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat desa,
sesual dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tahap Persiapan
Paragraf 1
Umum

Pasal 64

Tahapan persiapan meliputi ;

& DU B0 O P

(1)

Penetapan pelaksana kegiatan,
Penyusunan rencana kerja;
Sosialisasi kegiatan;

Pembekalan pelaksana kegiatan;
Penyiapan dokumen administrasi,
Pengadaan tenaga kerja, dan
Pengadaan bahan/ material.

Paragraf 2
Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 65

Kepala desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam
dokumen RKP desa yang ditetapkan dalam APB Desa. fn/



(2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa

dan/atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengubah pelaksana
kegiatan.

Pasal 66

Pelaksana Kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan
tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 67

(1) Pelaksana Kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pad ayat (1), memuat antara lain :
Uraian Kegiatan,

Biaya;

Waktu pelaksanaan;

Lokasi;

Kelompok sasaran,;

Tenaga kerja, dan

Daftar pelaksana kegiatan.
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(3) Rencana kerja sebagaiman dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam format
rencana kerja untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 68

(1) Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana
kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui :
Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa.

Musyawarah Dusun;

Musyawarah Kelompok;

Sistem informasi desa berbasis website;

Papan informasi desa, dan

Media lain sesuai kondisi Desa.
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Paragraf 5
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 69
(1) Kepala Desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan/atau pemerintah daerah
melaksanakan pembekalan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan Bimbingan Teknis. i



(4)

(2)

—
j8)
s

(4)

Peserta Bimbingan Teknis sebagaiman dimaksud pada ayat (3) antara lain
meliputs :

Kepala Desa;

Perangkat Desa;

BPD;

Pelaksana kegiatan;

Panitia pengadaan barang dan jasa;

Kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan

Lembaga Kemasyarakatan Desa.
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Pasal 70

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 antara lain :

a, Pengelolaan Keuangan Desa;

b. Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dan

c. Pembangunan Desa.

Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan
teknis penyusunan dokumen pertanggung jawaban keuangan.

Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan,
pendataan, penetapan dan penegasan batas Desa.

Kegiatan pembekalan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber
daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan
pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.

Paragraf 6
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 71
Pelaksana kegiatan melakukan penylapan dokumen administrasi kegiatan.

Pclaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan
penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya meliputi :

a. Dokumen RKP Desa beserta lampirannya;

b. Dokumen APB Desa;

c¢. Dokumen administrasi keuangan,;

d. Dokumen foto/gambar, sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;

e. Daftar masyarakat penerima manfaat;

f. Pernyataan kesanggupann pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;

Penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat

kepada Desa atas lahan /tanah yang menjadi asset Desa sebagai dampak

kegiatan pembangunan Desa;

h. Penyiapan dokumen jual beli antara warga masyarakat dengan Desa atas
lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;

i. Penyiapan dokumen pernyataan masyarakat dari warga masyarakat untuk
tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang
terkena dampak kegiatan pembangunan Desa; (m
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J. Penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau
tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa, dan
k. Laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Paragraf 7
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 72

Pelaksanaan kegiatan pembanguan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya
manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya
dan gotong royong masyarakat.

Pasal 73

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di desa
sekurang-kurangnya melakukan :
a. Pendataan kebutuhan tenaga kerja;
b. Pendaftaran calon tenaga kerja,
c. Pembentukan kelompok kerja;
d. Pembagian jadwal kerja;
e. Pembayaran upah dan/atau honor.

(2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
sesual dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di
dalam RKP desa yang ditetapkan dalam APB Desa

Pasal 74

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di desa,
sekurang-kurangnya melakukan :
a. Pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
b. Penentuan material/bahan yang disediakan dari desa, dan
¢. Menentukan cara pengadaan material/bahan.

(2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP desa yang ditetapkan
dalam APB Desa.

Pasal 75

(1) Pelaksana Kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat

Desa, sekurang-kurangnya melakukan:

a. Penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari
pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;

b. Pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang
berbentuk barang;

c. Pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;

d. Pembentukan kelompok tenaga kerja suka rela, dan

e. Penetapan jadwal kerja.

(2) Jt?rlis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga suka rela sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang
tercantum di dalam RKP Desa yang di tetapkan dalam APB Desa.



Pasal 76

(1) Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam 75, sekurang-kurangnya mengadministrasikan
dokumen:

a. Pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak
ketiga kepada Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti
dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa;

b. Pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga
untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman
yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.

(2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan
melalui APB Desa.

Pasal 77

(1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak
rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau
tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:
a. Peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli, dan
b. Pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.

(3} Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah

tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilakukan melalui APB
Desa.

(4} Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

(1) Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan
mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 72 melalui mekanisme pembangunan Desa secara
swakelola.

(2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

_dapat dilakukan oleh kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau
jasa.

(3) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Paragraf 1
Umum

Pasal 79

Kepala Desa mengkoordinasikan tahap

neng an pelaksanaan kegiatan yang sekurang-
kurangnya meliputi :

s



S0 R0 o

S

4)

Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan,

Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;

Perubahan pelaksanaan kegiatan;

Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;

Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban
hasil pelaksanaan kegiatan, dan

Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 80

Kepala desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka
pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan
pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa.

Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahap mengikuti tahapan pencairan Dana Desa yang
bersumber dari APBN.

Pasal 81

Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 membahas antara lain :
a. Perkembangan pelaksanaan kegiatan,

b. Pengaduan masyarakat;

c. Masalah, kendala dan hambatan;

d. Target kegiatan pada tahapan selanjutnya, dan

e. Perubahan kegiatan.

Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan
pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

Paragraf 3
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pasal 82

Kepala Desa mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap
akhir kegiatan infrastruktur Desa.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga
Ahli dibidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.

Dalam rangka penyediaan Tenaga Ahli sebagaimana di maksud pada ayat (2),

Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan Tenaga Ahli yang berasal dari
masyarakat desa.

Dalam hal tidak tersedia Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
kepala Desa meminta bantuan kepada Bupati melalui Camat perihal kebutuhan
Tenaga Ahli dibidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal dari SKPD
yang membidangi pekerjaan umum dan/atau Tenaga Pendamping Professional.

/



(1)

(4)

(1)

(2)

Pasal 83

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 dilakukan dengan cara
memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan
pembangunan infrastruktur Desa.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga)

tahap meliputi :

a. Tahap pertama : Penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh
perseratus) dari keseluruhan target kegiatan;

b. Tahap Kedua : Penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh
perseratus) dari keseluruhan target kegiatan, dan

c. Tahap ketiga : penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus perseratus)
dari keseluruhan target kegiatan.

Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada
setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan
pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa.

Paragraf 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 84

Pemerintah daerah menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang

berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa dalam

pembangunan Desa dalam hal teriadi :

a. Kenaikan harga yang tidak wajar;

b. Kelangkaan bahan material, dan/atau

c. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau
kerusuhan sosial.

Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan

Pasal 85

Kepala  Desa  mengkoordinasikan  perubahan  pelaksanaan  kegiatan
pembangunan di desa sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 84.

Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
ketentuan :

a. Penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa
dilakukan melalui :
1. Swadaya masyarakat;
2. Bantuan pihak ketiga; dan/atau
3. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau

Pemerintah Daerah.

b. Tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa, dan

c. Tidak melanjutkan Kkegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan
disetujui oleh Kepala Desa.

Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana
kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). m



(4)

(5)

(1)

(3)

(S)

Pasal 86

Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati
perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituang dalam berita
acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar
desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan
pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan infrastruktur Desa.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Kepala
Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.

Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 5
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 87

Kepala Desa menggkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan
penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan :

a. Penyediaan kotak pengaduan masyarakat;

b. Pencermatan masalah yang termasuk dalam pengaduan masyarakat;

c. Penetapan status masalah, dan

d. Penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.

Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

a. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor;

b. Mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;

¢. Menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian
masalah;

d. Melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah, dan

e. Mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.

Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara
mandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian
melalul musyawarah Desa.

Dalam hal musyawarah Desa sebagaimana di maksud pada ayat (4) menyepakati
masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara
musyawarah Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 88

(1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan

kepada Kepala Desa. h



(2} Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan
Jjenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.

(3) Laporan keglatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan

pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan
perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 89

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dituangkan dalam format
laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi
hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya
meliputi:

a. Realisasi biaya berserta lampiran bukti-bukti pembayaran;

b. Foto kegiatan infrasturktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang
diambil dari sudut pengambilan yang sama,;

¢. Foto yang memperlihatkan orang sedang kerja dan/atau melakukan kegiatan
secara beramai-ramai;

d. Foto vyang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembangunan Desa;

e. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga
kerja kegiatan pembangunan Desa; dan

f. Gambar purna laksana untuk pembangunan infrastuktur Desa.

(3) Kepala Desa menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

Paragraf 7
Musyawarah Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 90

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan
pembangunan Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap
semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember Tahun Anggaran
berikutnya.

(3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Kkegiatan
dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
a. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
b. Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Kepala Desa dengan
disaksikan oleh BPD dan unsur masyarakat.

(4) Kepala Desa menyampaikan kepada BPD tentang laporan pelaksanaan
pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksanaan keglatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 91

(1) Masyarakat Desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4).
",



(2) Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dengan memberikan masukan kepada Kepala Desa.

(3) BPD, Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan dan Masyarakat Desa membahas dan
menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

(4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
Berita Acara.

(5) Kepala Desa mengkordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan
hasil kegiatan berdasarkan Berita Acara kesepakatan musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8
Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 92

(1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Desa dilaksanakan dalam
rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.
(2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan cara:
a. Melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan
dan dikelola pemanfaatannya;
b. Membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan
pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan
¢. Pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan
pembangunan Desa.

(3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

4} Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan
p
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 93

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan
pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

(3) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
pembangunan desa.

(4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka
pelaksanaan pembangunan Desa. /W
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(4)

(1)

Pasal 94

Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan
perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanan pembangunan Desa.

Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM desa dan RKP Desa.

Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara menilai antara lain : pengadaan barang dan/atau jasa,
pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi
keuangan, pengiriman barang/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil
kegiatan pembangunan desa.

Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Pasal 95

Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Desa dengan cara:

a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Desa;

b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan
realisasi pelaksanaan APB Desa;

c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa, dan

d. Memberikan pembimbingan teknis kepada Pemerintah Desa.

Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan
dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati melakukan:

a. Menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa;

b. Membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat
perencanaan pembangunan Desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31
Desember tahun berjalan, dan

c. Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat
pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa
sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Camat.

Pasal 96

Kegiatan dan format pembangunan Desa tercantum dalam lampiran sebagai bagian
yvang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang
berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
in1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.
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"ORMAT PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Kabupaten
Provinsi

: LANGKAT

: SUMATERA UTARA

Kegiatan/ Dokumen yang dipantau

Dilaksanakan/Ada dokumen

Tidak dilaksanakan/tidak ada
dokumen

Keterangan

(penjelasan bila tidak dilak:sanakan)

jatid rencana program dan Kegiatan
embangunan yang akan masuk ke Desa

endataan potensi dan masalah di Desa

lokumen rekapitulasi gagasan dusun

aporan hasil pengkajian keadaan Desa

fusyawarah Desa penyusunan RPJM Desa

ancangan RPJM Desa

lusrenbang Desa penyusunan RPJM Desa

lusyawarah Desa penyusunan RKP Desa

lioknmen pagu indikatif desa

ancangan RKP Desa

roposal Teknis dan kelengkapannya

erifikasi dan pemeriksaan proposal teknis

aftar usulan RKP Desa

erita acara tentang hasil penyusunan rancangan
KP Desa

erita acara Rancangan RKP Desa melalui
[wsrenbang Desa

Menyetujui
Kepala Desa,

serangan pengisian
atuk kegiatan, isi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan
1tuk dokuamen /data, isi ada atau tidak ada dokumen

BUPATI LANGKAT

N{zOGESA SITEPU




A. FORMAT PERENCANAAN

[. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LANGKAT YANG MASUK KE DESA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR

TANGGAL

FORMAT PEMBANGUNAN DESA

20 Maq

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LANGKAT YANG MASUK KE DESA

: A\ TAHUN 2016

2016

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN  : LANGKAT
PROVINSI : SUMATERA UTARA
; SKPD Pengelola Lokasi Kegiatan Pagu Dana
t
No Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan | (Dusun/RT/RW) Volume Satuan (Rp.)
Desa wiiiiiassiisioiiy TARERAL ovis vvsss sivs

Mengetahui,
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

{anismviin iR A S PPROPPRS |



II. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA S g e e A S A S S R T YRR e
KECAMATAN 0 ittt e e e e R T RS SRR
i 2 o T U
PROVINSI e e e e T e e ee e eeeheb e e s et eenean b hanon g n e neeneernnaa s enensnsnsan
No Uraian Sumber Daya Alam Volume
LN
I |Material batu kali dan Kerikil 400.000
"""" 2 |Pasir urug 700.000
3 __|Lahan Tegalan 11.128
4 |Lahan Persawahan 1.104
5 |Lahan Hutan 35.000
6  |Sungai 8.124
7 . |Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili 6.500
8 JAir terjun 4
........ 9"
Desa .......... sy tANEEA
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RP.

Kepala Desa

Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data ke

catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan
D = SDA dalam Desa
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa



1Il. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

KECAMATAN :

HARLUPATENG oo A A BB T A e A R s e S T T e i e

No | Uraian Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah Satuan
CONTOH
1 |Penduduk dan keluarga
a.Jumlah penduduk laki-laki orang
b. Jumlah penduduk perempuan orang
c. Jumlah keluarga keluarga
2 |Sumber penghasilan utama penduduk
|a. Pertanian, perikanan, perkebunan
b. Pertambangan dan penggalian
c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)
d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan
____________ e. Angkutan, pergudangan, komunikasi
[.Jasa
g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dl)
3 |Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan
a, Lulusan S-] keatas 8 orang
b. Lulusan SLA 252 orang
_{c. Lulusan SMP 574 orang
d. Lulusan SD 2294 orang
_|e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah 29 orang
i
Desa .....ceveevnnnnnnnns , tanggal ..., ..., ...
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa
[ s s RS ) ( "
Keterangan:

D = SDA dalam Desa
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa



IV. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DES TR
HECRAMATATE suninsnssins ons s et i o U B0 S T VAT A MR s s e 9 R 0 AR e
KABUPATEN :
PROVINSI

No ’ Uralan Sumber Daya Pembangunan Jumlah Satuan

CONTOH

1 |Aset prasarana umum
a. Jalan

b. Jembatan

2 |Aset Prasarana pendidikan

a. Gedung Paud

b. Gedung TK

c. Gedung SD

d. Taman Pendidikan Alqur'an

3 |Aset prasarana kesehatan
a. Posyandu

b. Polindes

c. MCK

d. Sarana Air Bersih

4 |Aset prasarana ekonomi
a. Pasar desa
b. Tempat Pelelangan lkan

S |Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
a. Jumlah kelompok usaha
b. Jumlah kelompok usaha yang sehat

6 |Aset berupa modal
a. Total aset produktif
b. Total pinjaman di masyarakat

Desa ...cooevvnennnnnnn, , tanggal ....,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
Kepala Desa

\E




. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA i i T TR
2 MBI, s b sersarmmetoss s o S ST 575 smmmasyommamesensmomtassosts
o OOk
PROVINSI A T i e e e e s s R RS BT st st oo ot
No Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Jumlah Satuan
Desa . i s tanggal ., ., L
Mengetahui Ketua 'Im Pcnyusun RPJUM Desa
Kepala Desa

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-

kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta
pengembangan dari kegiatan/ festifal seni- budaya lainya



bl

FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

I
L e
KABUPATEN :

PROVINSI

3 - Penerima Manfaat
Usulan Rencana Kegiatan Rencana Lokasi | Perkiraan

N : I
o berdasarkan Bidang Kegiatan Volume Laki-laki | Perempuan| A-RTM

I |Penyelenggaraan pemerintahan de
1. Penetapan dan penegasan batag§ Dusun Karangrejo
2. Pendataan Desa

3. Penyusunan tata ruang Desa

—

paket s s :

Il [Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Pemeliharaan jalan

2. Pembangunan jaringan irigasi
3. Rehabilitasi Gedung Posyandu

lII |Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pembinaan PKK

2. Pelaksanaan Siskamling

3. Pembinaan kerukunan umat be

IV |Pemberdayaan Masyarakat

1. Pelatihan tata boga

2. Pelatihan teknologi tepat guna
3. Pelatihan KPMD

Desa ...... R s ERNEERY vy s

Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa

Keterangan:
A-RTM Anggota Rumah Tangga Miskin




=i e

VIl. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK 2 ...uiiiiireciiiineiciaiiceeninr s mnn s sraeasrasennesanees

DESR S ineuesasseinsmee i e v s s s e e e S S S R S R SRR A A S SN
KECAMATAN : ......oeeee. Y S e SR R A ST SR AR SRS et et et e e teae e anan
KABUPATEN & oottt sasns s anssssssssanns ST W W T W Y. _—.
BROVINGT 0o e s s s n s s s st st sn s apbman sus sode oms samn sr st ihin s rmnss s bns sa it oh s e snn s bhid e soh bk
; ] ) Praki Penerima Manfaat
No Gagasan Kegiatan Lokasi Kegiatan sekiran Satuar
Volume LK | PR | A-RTM
Contoh
1 |Rehabilitasi Gedung Posyandu RT. 01 1|unit 35| 40 27
2 |Pembangunan jaringan irigasi RT. 02 dan RT 03 1200|meter | 100| 125 90
3 |Pelatihan tata boga RT. 01, 02, 03 15|orang 51 10 Q
|
| [

DESA sousvesnomsvinionern i tANEEAL 1iey
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

fasey mess

Mengetahui
Kepala Desa

e



VIII. FORMAT CONTOH SKETSA DESA

CONTOH SKETSA DESA

a. POTRET'SKETSA DESA

b. DAFTAR MASAI AH DAN POTENSI DARI PCTRET DESA

No AfASAT AH POTENSI

L Falan desa &i wilayah Baru
R 02 sepamjang 1.200 Pasir
meater usak bersr Tenaga Gotong Revong

-

2 Lingkunegan perumashan LE-Desa dan PKI
pendudnk RW 07 tidsk Kader-kader di desa
sehat Puskesmas pembanm

3. Bapyak anak baliz di Puzkesmas Pembanmy
RW 13 menderita Posyandn
pemvakiz canypak. Kader Posyandu

3 Tambak kolam ikan Kolamlshan tambak

' kurang dimanfaarkan Aliran ‘rigasi
oleh petan) ikan Petan: tambak
5. Jembatan di Dusun Bam dan pasir
Damai longsor. Eayu dan bambu
Tenaga Gowng royons




IX. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

CONTOH KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIV b. DAFTARMASAI AH DAN POTENSI DARI KAIL ENDER MUSIAS
No AMASAT AY POTENSI
PANCAROBA EFMARATU MUSIM HUJAN
xl;:::: 1
[ Pada musim kemarsu. & Sungm
alwrangn dua dusun kekuranzan Marm zir
1 berik . ees .- - - air bersth Swadaya masyarakar
¢ . Batu pasir
Eslranoin z vee . . - E ==
Pangza .. 3
: Pada pmsim kemaran. Ingasi tersiar
hasi] panen mertoscs Lnas lahan persawahan
Foickan- as S s .e - . are e = (;gga_]) Kelaupok Tam
Tk *
pezyaicn ) EKUD
e ) o . i i Pada mmsim pancaroba Puskesmas Perrbanrg
. i X banyak masyarakat desa Kebun obat kehmrpa
™ terserang ispa (infeks; Posyandu
Proan . A . _ = . - - saltran pernafasan alar). J
“ +.
Tanse= . _ - e o:c = Pada muisim hijan Puskesmas pembanm
Du: ) - banyak masyarakar &i Posyandu
Dusun Suci terkena Bidan deza
diare Eebun obat kehzrga
5
Pada musim b, vt v
: Eavu dan bambu
sebmsian basa Tenaza Gotonr roveng
] ! ]_ d.'l Dl‘l 1 = = - T
Damai fergenany air
setnggi | meter
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X. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

2. BAGAN RELEMBAGAAN DESA

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

Ne | LEABAGA MASATAH POTENSI
1. PEMDES Perxaghat dasy - Perangiost
x ==y dalem lacughoxp
BPO merberkan Saam
pelayanm pada wrradia
maryxakat
=
= [E-Duaa Peaagmus LK - Pecgurus
sebagiz el e d
tak ek - Tempa
kepxzzzva pengoruc
pomasial
3
EELOMPOK Esgam - Lambags aa
TAND kolompak o & - Pmproum
Dustm Dame Jengh
=acst
+ STMPAN Punguras Simpan - Modal mata
POIAM Ptk pezat beux
oelakuka mrcy * g
dg mggea gk
5 =
KD Kreang Ada pregas
becmamfaat dala peianhas
oo axkan baod - Ads kudt
puaman b rendal
mnada
dst dst dst




FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa ................ et
Kabirpaterd KOt . .ccsvomsmssmssesomanssumse Provinsi ...c.cooeeviviiieieiiieeiiinnennn.
DeSa coiviiiiiiiir e pada :

Hari d88 TANSEAY | wueumomeiivuems ssesissss oo ivas

Jam ¥ e R R

Tempat R R R e S R R WA
Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh
wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh

masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum
dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses
pengkajian Desa tersebut adalah :

Contoh
1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

e terereeiireereeanaas , Tanggal, ..., ...., ....
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa



DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

L.

I

11

V.

VL

VII.

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................

Latar Belakang

Contloh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah
ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan
kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas
RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses
penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan.
Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan
untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

Tujuan :

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
Pengkajian Potensi Desa

Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Pengkajian permasalahan yang dihadapi

Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

, o QA0gPp

..............................................

Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode
P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

..............................................

ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan
Antar Lembaga/Kelembagaan.

PROSES PELAKSANAAN
Contoh

a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan
pembangunan kabupaten /kota

b menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
kaji tersebut di atas,

¢ Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa

d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
merumuskan usulan rencana kegiatan

e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun
dan/atau kelompok masyarakat

..............................................



TORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA (Lanjutan)

HASIL
Contoh
1 Data desa yang sudah diselaraskan

2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke
Desa
3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan

4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun
dan/atau kelompok masyarakat

X Rencana Kerja Tindak Lanjut
Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

e , Tanggal, ... cu veee
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
¢ Kepala Desa



FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPUM-DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa,

telah diadakan musyawarah Desa di 15T
KECamatan . oo msmssasss Kabuopaten/Kota..........cccovneene.

Hagd dan Tangpal 1 .covesesssessomessonessssnss

T =000 B saeemmenis s s i s s

Tempat A A AR R

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku
unsur pimpinan dalam musvawarah Desa ini adalah :

A. Materi

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

..............................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musya: ........cccoocvviiiiinnnan. . (< E=F o L USROS PSPRPRN

Notulen B e om o Gk e [ F= | o R

Narasumber B D 1 o T
D sy 5 b 5 o
8 vesssavanen dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Ketua BPD
Kepala Desa

Wakil Masyarakat
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. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan  dengan  pelaksanaan musyawarah RPJM  Desa di
DESS. covmminmasins Kecamatan. ...cccesnsessmsanenss
kabupaten [ kota. ... ProvitiSl..conveessmnn dalam  rangka
penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Harl dan Taapgal ¢ sassmmsmimsessmirs s o
Jam
Tempat

----------------------------------------

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun
RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

.......................................................................................
.......................................................................................

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

e » TORERAL: vy voig sise
Mengetahui Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa
Kepala Desa



. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa

KECHTTEtE womvinarssumpsmve Kabupaten/Kota
Provinsi.................. pada :

Hari dan Tanggal
Jam
Tempat = e,
telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa

ini serta yang bertindak selaku wunsur pimpinan musyawarah dan
narasumber adalah :
A. Materi

..............................................................................................................

......................................

........................................

.............................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

PEMINPIN MIUSYA T L s (& £ T o LU RV P

Notulen T e R A s e A Aari oo e

Narasumber A dart v
B s L T T
i (R dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari

musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan
rancangan RPJM Desa vaitu :

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

................... , Tanggal, ...,

Ketua BPD Kepala Desa



. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa ..................... Kecamatan ...
Kabupaten /Kota ... Provinsi i pada:

Hari dan Tanggal 5 e S R SR

Jam < T R ——

Tempat Y enwien s s sea e e e

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur
perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi
Contoh
Pencermatan RPJM Desa
Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah @ ..........ccocevviiiiinnnn, s [ 1 7 PO OSSO

Notulen D e e R 2 o T

Narasumber - O (6 =3 o LU OO
R RS e L
K S dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa



Demikian Berita Acara ini dibuat dan dis_allél_(m dengan penuh
PP — , Tanggal, ..., ..., ....
Ketua BPD
Kepala Desa



FORMAT PAGU INDIKATIF DESA

PAGU INDIKATIF DESA

BEE e e e T S T e ettt s
BEGEMATAN B s S o e S e i e B e S
KABUBATEN, s siosmsn s s ot s 0 e £ S o s S L B e e G
BROVINGL o immesmneseimss e i s s o3 S e e S e B i e S S e S S
Sumber Dana Indikatif
(ndikatif P Alokasi Dana
No metiieatt Programy) Desa Dana bagian dari Banfuan kenangan
Kegiatan Desa Dana Desa ; . -
{bagian dana hasil pajak dan
(APBN) : o APBD
perimbangan retribusi APBD Kab
kab./ kots) Provinsi | K& ;Pf‘“m"
0ia
Cenlish
Penyelenggaraan
[ |pemerintahan desa
Pelaksanaan
II |Pembangunan Desa
Pembinaan
11 |Kemasyarakatan
Pemberdayaan
IV [Masyarakat
657 T . vtamgaal o s

Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(et et _—




FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LANGKAT

YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LANGKAT

YANG MASUK KE DESA

DESA o cosssenssmye st i e i T e R e e ams s e e et b et e
KEEANAPAN 5o i i s i e o e v s s S s o e i e S e e e sy v e
KABUPATEN
PROVINSI
No Asal Program/ Kegiatan Nama Program/ Kegiatan PraklraafRElaigu Dana ll;’rak:raa_n
|Contoh. - S e . - —
1|Dari Pemerintah Air Bersih - 800,000,000 |PU Pusat |
2|Dari Pemerintah Daerah Provinsi - B R
3|Dari Pemerintah Daerah Kabupaten ) - i i T
==l | =iy == == s e e = = =
Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat
oleh DPRD Kabupaten/ Kota N || ——
- —‘ == ==
. . S < . ]
Desa covannniiii , tanggal ..., ...,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa
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FORMAT PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

PROPCSAL TEKNIS KEGIATAN

Dusun Desa Kecamatan Kabupaten
Usulan dari
Nama kegiatan
Jenis kegiatan
Lokasi kegiatan
Pelaksana ] | |
Pemanfaat Langsung Pemanfaat A-RTM
Jumlah U A-RTM Tidak [Rumgh .
pemanfaat s Langsung |Tangga Miskin]
(orang)
L org | L | org | L or
P org | P org | P OIrg | ceceess org
JML org | JML org | JML OFE | -vevsnes Oﬁ
RTM/UMUM

1. Latar belakang: ,
(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan
terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi)
2. Tujuan yang ingin dicapail _
(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan
dari masalah)
3. Kegiatan yang akan dilakukan :
(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini
menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan
membutuhkan pendanaan APB Desa, swadaya ataupun sumber lain,
Kegiatan in1 mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)
4. Manfaat yang akan diperoleh
(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh
Jika usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya
produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajad
kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus
sekolah,dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam
pernyataan positif)
5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)
6. Rencana pelaksanaan kegiatan
(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)
7. Rencana Pelestarian kegiatan
(Je‘laska_n rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)
8. Lain-Lain
a) Sebutlfan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan
yang diusulkan?
b) Apakah ada kebutuhan pe ¢ i i
gL gy, T ey penambahan lahan dari kegiatan yang
9. Lampiran-lampiran:
a) Berita Acara Musyawarah
b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui Tim Penyusun RKP Desa



"ORMAT GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA

KABUPATEN

Digambar Oleh

Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

Diperiksa dan Disetujui oleh :

Dinas/Instansi terkait dan/atau
Tenaga Profesional
{jika tersedia)

Lembar.....Dari.....Lembar

in ; Gambar dibuat secara manual




FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

........................................................................................

....................

................

Harga Satuan
Rp

Jumlah Total
Rp

d

e=bxd

1. BAHAN

1.1
1.2
1.3
1.4
Fauin

Sub Total 1)

2. ALAT
2.1

2.2

2.3

2.4
Dl

Sub Total 2) | Rp - | Rp

3. UPAH
3.1
3.2
3.3

Sub Total 3 )

|Total Biaya

Keterangan :

Kategori Biaya
I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
[-b Pembelian bahan hasil industri

lI-a Pembelian alat tangan
II-b Pembelian / penyewaan alat mesin

[II-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
lII-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

mengetahui :

Kepala Desa Tim Penyusun RKP Desa



. FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa R R R RN R A SR NS R RS S SR Lokasi e snsn s RN S bR A e SRS
Kecamatan B A R R N R WA SRR Bidang 3PN SR
Kabupaten A S A 8 e R R R R Kegiatan e A T S PR SRS
Provinsi s T S R T Volume S A R R
.| Ada & Tidak
Jenis Dokumen yang Diperiksa Adg-MeraEnale Memenuhi Tidak Ada
Syarat
Syarat
1 |Sketsa lokasi kegiatan
2 |Dokumen survey teknis
3 |Gambar desain
4 |Perhitungan volume
5 |Survey harga bahan dan alat
6 |Kesepakatan pembayaran upah kerja
7 |Perhitungan RAB
8 |Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan
9 |Pernyataan hibah lahan dari masyarakat
10 |Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi
11 |Kesanggupan swadaya dan gotong royong
12 |Rencana penggunaan alat berat
13 |Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan
14 |Data pemanfaat
Diperiksa Tanggal :
Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak
Tim Verifikasi
1 Wakil Masvarakat P Licssssmenmivissmisnissreieeeie
2 Pendamping Profesional Disvisessnsimmpiim s TSyt
3 Dinas Instansi Terkait ! Baeseainmvien v e
e LT ;i 4



FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA

DAFTAR USULAN RKP DESA

TAHUN @ i
DESA AR e e S R A ARV D s e e R RS o
KECAMATAN s st om e e 3 SRS A RSBV B et AR S G0
KABUPATEN T st e e O A R S RS T b e s e e s 0 R G T
FROVINST 3 imsmmmmsmmmrmsrerssos o otams s st s0s6s 6080856555 s emsmssomommesesemsmmenessoonesemms
. . o Prakiraan Prakiraan
No Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi | Volume Sﬁ:irfz{ Walktu Riava dan
Bidang Jenis Kegiatan Pelaksanaap | Jumlah (Rp)
Penyelenggaraan
1 [Pemerintahan
Desa
Jumlah Per Bidang 1 -
Pembangunan
2
Desa
| S5
[
[ Jumlah Per Bidang 2
I
Pembinaan
3
Kemasyarakatan —
Jumlah Per Bidang 3 Z
4 Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL -
Desa ...cccovuvvnevnnnnn, » tanggal ..., ..., ...
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa



FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa.....................
Kecamatan. . asciaamssss vassmss Kabupaten/Kota......suviciaiaivitaiiing it s
PEOWIRSL cansvnnasns pada :

Hari dan Tanggal @ ....ooiiiiiiiiiiiiiieeeeans

Jam R T

Tempat T T

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP
Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RKP Desa adalah sebagai berikut:

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakansebagaimana mestinya.
PR —_— ¢ TaPRAL iy oy s
Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RKP Desa



FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa............ocooiiviiinnnnn.
Kabupaten/Kota.......cccoeveeiiiiiiiiiininnnns Provinsi.........cccovvieennnns pada :

Bonl dan'Tonpeal @ oowssssmsenmmmmmemissmemssn

Jam B e AN R R

Tempat B A AR RS OIS

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri
oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat,
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta
yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Maten

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

..............................................................................................................

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin MUSYa : s.eesssssseraiiisissssoss o e

Notulen i R e e (6 F: 5 o T

Narasumber - RN darl ..o
2 e o 7 1 SN
< dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang
berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan
pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa vaitu :

........................................................................................................................
........................................................................................................................
.....................................................................................................................

........................................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Kepala Desa



8. FORMAT PELAKSANAAN

FORMAT RENCANA KEGIATAN [35.SA :
RENCANA KERJA KEGIATAN DESA

TAHUN : . ... ..

DESA : .. . S e T e e 4 ke e B b AR e e 9 451 e .
KECAMATAN : B _ i o i
KABUPATEN B ) -
PROVINS! i . . . -
Bidang/ Jems Kegiatan o (L] Halat Vel i Pelaksana ‘\
No Lokasi Volume | Saan Biava laki- A ; o e . oni
{ i i 2 . g . | Per i usi | Mulai | Sclesa Kcgiatan
Bidang Suh Bidang Jenis Kegintan lamlah ki | Perempuan NTM Durisi il ¢ 3
a.
Penvelenggaraan | h.
I Pemerintahan ~ || — —
Desi .
e, ! 1
|Jumlah }irfr_ll‘ii.dang | e
| al = .
l‘] ! o b S
9 EDIANEUnAN o
‘ Desa d. -
” 1
Jumiah Per Bidang 2 N o _
] _ . ] N — :
] - | = - H
[
{Pembinn B - 4 - = TR T P ST S A e
3 i c. —J
Kemasyaraikntan d 1
| + -
Jumiah Per Bidung 3
A i ;
Pemberduyam E [
l\ti‘lk‘)'ﬂl'ﬂkﬁ“ d- = D el T - e s = S it R s i - i
.
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL l l
Menyeiujui Pelaksana Kegiatan. ..o,
Kketua

Kepala Desa



FORMAT CEKLIS MATERI KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

CEKLIS MATERI KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Desa
Kecarnatan
Kabupaten B
Provinst
MEDIA SOSIALISASI
. . : Tidak . .
No Materi yang disampaikan Ada Ad: Sistem Papan Media
“ | Musvawnrah | Informasi | Informasi| Lokal
Desn Desa Desa
1 |Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa
2 |Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) N
Desa
i B
£
- et TR RN S UUS AV S S G L
. - s
Desa ooovviieniinn, tanggal . .., ...., ....
Mengetahui, Pelaksana Kegiatan ............................
Kepala Desa Ketua
D o s RS ] T o s s A S )




FORMAT CEKLIS MATER]I PEMBEKALAN DAN/ ATAU PELATIHAN

CEKLIS MATERI PEMBEKALAN DAN/ ATAU PELATIHAN
PELAKSANAAN KEGIATAN DESA

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

....................................................................................................
....................................................................................................

...................................................................................................

No Materi yang disampaikan ADA : NARASUMBER

1 |Administrasi pengelolaan keuangan

2 |Mekanisme pengadaan barang dan jasa

Pendayagunaan sumber dava alam lokal
dan bahan materi lokal

Penyusunan dokumen
pertanggungjawaban keuangan

5 Penyusunan laporan pelaksanuauan
kegiatan

Mengetahui, Pelaksana Kegiatan
Kepala Desa

Ketua




CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRAS] PELAKSANAAN KEGIATAN

Keglatan

Desa

Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

No

T

Uraian Dokumen

ADA | T'DAR KETERANGAN

Cokumen RKP Desa

Lampiran dokumen RKP Desa

Dokumen APB Desa

£l WK

Buku administrasi keuangan

i

Dokumentasi foto sebelum kegiatan
pembangunan dimulai

Daftar masyarakal pemanfaat

Pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan
menyelesaikan pekerjaan

Dokumen peralihan hak (hibah lahan/ tanah)

Dokumen peralihan hak melalui jual beli

Dokumen penvelesaian ganti rugi (bangunan,
tanamany)

Dokumen pernyataan tidak menuntut ganti
rugi {bangunan, tanaman)

Laporan analisis dampak sosial dan
lingkungan

Mengetahui,
Kepala Desa
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FORMAT DAFTAR CALON TENAGA KERJA

DAFTAR CALON TENAGA KERJA

Lesa - - — -
Kecmnatan AR T SRR R
Kabupaten/Koti: e e — -
g = — . = Tanda Lﬂné,an i
Data Pribach cap jempol
UNO' Namag U{,T}:r Alamat | T 7 .
it iarl i
L .1 P kR‘FM jari Kin
! 1: Ay "m 2
2 [ o I
3 e | g
i ]
5 ]E 5 6
6 ||
7 Ll ] 8
8 ’
‘]D'l iy 10
i _!LJL__ |
10 L_l[:” | |
11 J_J[:]] B 2
| |
13 [ ]D| |!13 I3
- -
15 | -_:] :115 16
£ B
\7 ]:' 7 it
C I -
E o 2
20 F_ D _%l
21 L0 22
Z i
R I |
7 S
21 H Lo RIEE 22
22
| |
21 ] 2] 22
22 —! """TJ[ '
25 :] TS 26
26 ]
Junlah 1 i\ ‘
|
Kelerangan Desa langgal ..., ..
L Laki-laki Mengetahui, Pelaksuni Regiatan ... ... .. ...
P Perempuan Kepala Desa Ketua
A-RTM -

Anggota Rumah Tangga Miskin




FORM DAFTAR HADIR AN TANDA TERIMA INSENTIF PEKER.JA

Mesa

DPAFTAR HAK DAN TANDA TERIMA INSENTIF PEKERJA
{Untuk Ieherjaan Sistem Harian)

Kﬁl‘am.ﬂﬂ“m . N e —— Cunis Kegiatan - I o L o msennil untuk 1 HUK Pekegs Rp.
P: :!:rp.-llnn, ata s i o _— Ptok /Lokasi kegiar ~ Insarinil natuk | HOK Tukang Rp. ..
vvinsi = o B S L T, LR PTLT T o e Mentil untuk | HOK Ket Kelompok  Kp.......
i Katagori Asal 1ar-Orang-Kerju (HOK) Juimnlah IETEK [umlah insenti Tandu 1angun/
o Numn A-HTM| L | P ol B P D | — Menurut Tangead v | e | malacserm Totul | A RTM cup jempol
1 Mls | 13s B -Kr {Rp) (Rp} Tangan leivi
: iz i e B 1 2
3 — = _ 1 i . 3 IE '
4 | ]
5 T ; 5 no T
Lo
= - ————— - - —l—-_._.. ) RN o _J 3 l £ SN e St A — ———— e
I m— '- o e e I :
"6!'_‘_ T 1 LT RN T 1 P : SN S ke T e RS —%T‘ -
10 o A‘f__' B 1 il "
e S et e R 5 it (- A S P . | : SR S (e G SIS A o oy
= S ————— e —— J ; o = S Ve e . —q L&
3 - _—— - 4 o ER - . . ——— e e e -
2 - — : 1. .. : T_' - . . 13 14
15 c R T T B * i o o ot ok POTTTRE AR o TR
BT e R o PRGN SR, ] J.‘ Eh T g e | g I 1 - A1 1 1t
17 T . ] I
Sl & seessrEE Pt ST [H T N B U O ] ! ¥
e S o 1] J OO Y I A IF IE |
19 |
R R % [T I e B RORERTLUSEER L <R B 3 ) PR R S ; " 20
S T ; l__! . LI ,I ol e RS . ) R 3 £ "
21 ¥ ! s | H o 1} % IS |
,j:.z___ oL LR K O - __.._'__ PO I S ‘ st v s e = ._r...,, sazke AR LRI . R R 21 ,22
= S — ! : | sha S T A R N S B A oo e ] —
: _ - - | 1 R 3 i 3 23
2 [ [ " T ~—
Junilah i | Juinlulbi.

Keterangan :

-

Pk
Tk

: Laki luk

: Perempuan
:irkenn
:Tukanp

Mensetup
Repida Dosa

Md

D) Ds
Le s
A-KTM

: Mandar
: Dalam Desa
. Laay Desa

- Anggma Rumah Tangps Miskin

Priaksana Kegiztan .
hetua



. FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN HOK DAN PENERIMAAN INSENTIF DENGAN SISTEM UPAH HORONG

DAFTAR PERHITUNGAN HOR IDAN PENERIMAAN INSENTIF DENGAN SISTEW UPAH BORONG

Mwonn Kewmpok o

Desa o . e SEms Neglan
Kecamatan
Kabuputen

1 HOX Pekena |
_ 1 HOK Tukang
_ 1 HOX Ket.Kipk §:

. Pekerjann

 Musa kerja gl

PR B T e e T T ™ ot v/
r Kategori Asal | Beaur Insentif yang) | . -
A7 I : : fanda tangun ‘Cap jempul kiri
No: Nama Ly Pl eri| wa | Ket dIm]luar diterima musing- 7 R
RTM t“_ : o i o masing (Rpi [tidak boleh Jiwakiliein)
) b 5 diel flpglhl]i i k 1 )
1 G 1
1 [Kerua) 1 ]) !
2
|
L 3 { 3 &
E
S 5 B
. T i
-] | !
7 7 R
8
i
» 9 10
10
R 11 2
12
o [h
Jumish =
Keterangan: Y 5 - -
L: Laki-lak Uruian Jumish HOK = k ) HOR
P Fercmp:ar Pekedia Tukang | Kewua Kelompok
ds © Desa ' HOUK dihasilkan
Tk | Tukang J
dim : Dalan

A-RTM © Anggous Rumah Tanggn Miskin

o Besa ... ... .. ... té&nggal ... ... ..
Menverujui, Pelakesnne Keglatan ...................
Kepala Desa Frtum

l |



. FORMAT KEBUTLTAN MATERIAL, BAHAN

DAFTAR
RFELUTUHAN MATERIAL, BALIAN
Tahun:
Desa O ) i _ ___... kabupateu
Kecamatan Provinsi

JAWA TIMUR

SRS IRELEARANG SPESIFIKASI TERNIS VOLUNE

JUNMLA VOLUME

He: feara Barang] Bl MINIMAL KEBUTUMAN | >V Die: 1y n ar | CARD PENGADAAN
vang dibutuhkan dalam .
3 : Desa
Desn
| _[JENIS KEGIATAN - | :
1
3 ......
....4

JENIS REGIATAN-IL

Keterangan -
DESi. ey 1AREEAL e, Fes e
Mengetahui,
Kepata Desa Pelaksana Keglatan .......... ... oo
Ketua
{ )
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FORMAT DAFTAR REALISASE SWADAYA HAHAN/ BARANG

DAFTAR
REALISAS] SWADAYA HAHAN/ BARANG
BT o b e e e R Rt o)
DESA o
RIZCAMATAN . B
KAHUPATEN TJENIS KEGIATAN .
PROVINS] B o o BULAN B—
N Volume Target dan Realisasi Swadaya Jumlah prakiraan nilal swadaya terhadsp tupiah
- gl SN S . alisasi Targel Realisas Realisasi Realisusi 874

Ne. Naima Penyumbning/ RT/RW II::I;:::é l;‘:?mf SAT If:].ijribl‘::l :::li:::‘:’:: ;1‘;::7;;1‘ Yo Swadayn Lulan hdu bulan nm b‘lj:lxm ini’ Yo

Swadavn Al ini Rp. Rp. Rp. Rp.

Total Jumlah Swadays =

Keterangan : * Bentuk Swodaya Masyarakat diisi sesuai swadaya vang diberikan.

Mengetahui,

Kepula Desa

Pesstaa i amaiendg THARERA G sisemmn s

Pelaksatd Kegiatan ..o

Ketun
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. FORMAT SURAT PERNYATAAN HiBAH

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama

Jenis Kelamin

Tempat Tanggal Lahir

Pekerjaan

No. KTP

Alamat

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi H.:bah Q.tau P;ha.k Pcrtam a

...................................................

..................................................

...................................................

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

Jenis Kelamin

Tempat Tanggal Lahir

Pekerjaan

No. KTP

Adarmial: iR R S e

Selanjutnya Disebut sebagai Penerima Hibah atau Pihak Kedua.

...................................................

...................................................

Bahwa dengan ini saya melepaskan Tanah Hak Milik saya seluas * ...... m* yang
terletak di Desa..... Kecamatan....., Kab......., dan menyerahkan kepada Penerima

Hibah atau Pihak Kedua yang akan digunakan untuk pembangunan Sarana dan
Prasana Desa,

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan 3

Sebelah Selatan berbatasan dengan
Sebelah Timur berbatasan dengan
Sebelah Barat berbatasan dengan

..............................

s G0N =

..............................

Demikian surat Pelepasan Hak milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dan atan tekanan
dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris saya,
maka sepenuhnya saya bertanggung jawab.

...., tanggal .... tahun

Yang menyatakan

.............................

.....................

......................

Menyetujui:
Ahli waris:
Suami/Istri Anal:



FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI ATAS
BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI
ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

Bertindak untuk dan atas nama
Umur

Alamat

Nomor KTP e e S S T S TR S v s e S e e den
Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak keberatan/tidak menuntut kerugian/biaya
apapun terhadap kerugian berupa bangunan/gedung dan atau tanaman yang
terkena dampak kegiatan pembangunan sarana/prasarana Desa............ berupa :

.............................................................
.............................................................

..............................................................

Pekerjaan Pembangunan
Objek yang terkena dampak
Lokasi Kegiatan

.............................................................
.............................................................

.............................................................

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh
rasatanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.................. » tanggal, bulan, tehun
Yang Menyatakan

..........................

MATERAI
Rp. 6.000




. FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN

FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN

Keglatan B . " 5 i
Desa =
Kecamatan
Kabupaten U e
Tangpal
Pekerjaan vang diperiksn —_

ity Ebaniina i Jumnah; | Ukurany Dinicos I’:::t:hT::;i

Jemis Pekerjann . VO}I‘.Imr‘ T '_ . Catatan Pemenksaan
: Vg dicapai} 77 Tulak |[Sesun [Tidak
Rencausn

Hahan dan Alal vang Niperiksa

Jenis Bahan dan Ala

Volime

Kualitas

Seyuai

Tidak

Sesuw [Tidak Catutan Pemeriksaan

Mengetaliui
Kepala Desa

cTanggal,. oo

Pemeriksa



FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN

BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN

Nomor : ciaiscaisa: 2014
PellETian = 1 s seaiveiea e T gy
Volume Kegiatan .
Loka8l =000 s e s s e e e e T S R e i e e
Biaya I o R I e s e o o S B S T o L
Pada hari ini bertempat di ...........i..... pada ............. (tanggal, bulan, tahun) telah
dilakukan musyawarah perubahan kegiatan, dikarenakan adanya hal-hal yang

menyangkut pengurangan/penambahan target fisik atau perubahan spesifikasi
berdasarkan pertimbangan teknis dengan dihadiri oleh pihak-pihak terkait antara lain :

1. Kepala Desa

2. Wakil-Wakil Masyarakat

3. Pelaksana Kegiatan

Adapun penjelasan secara spesifik berkenaan dengan hal-hal yang diubah, hal-hal sebelum

diubah, hal-hal setelah diubah dan alasan-alasan teimis terjadinya perubahan kegiatan
disajikan dalam format terlampir.

Demikian berita acara ini kami dibuat agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat
mengetahuinya

Mengetahui/Menyetujui . Pelaksana Kegiatan..............
Kepala Desa ............ Ketua
( ) ( )




FORMAT PERUBAHAN KEGIATAN

PERUBAHAN KEGIATAN

(Contoh)

Nama Kegiatan Tanggal Perubahan

Lokasi Kegiatan e b

Pagu Biaya :Rp.

No Hal yang Keadaan sebelum Keadaan setelah Sebab Perubahan Akibat Perubahan
diubah adanya perubahan perubahan

1. | Bibit lele Bibit Lele Dumbo Bibit Lele Siliwangi Kelangkaan bibit lele dumbo + Jumlah bibit lele lebih banyak;

1

» Periu pelatihan pengelolaan ternak
lele siliwangi;

+ Membutuhkan lahan lebih luas;

Keterangan: Agar dilampirkan rencana kegiatan dan RAB perubahan

Kepala Desa

Mengetahui

..........

Dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Budidaya Lele
Ketua




FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA
PENYELESAIAN MASALAH

BERITA ACARA
MELALUI MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada pengelolaan kegiatan pembangunan
desa, pada hari ini.

Hari/ Tanggal

Tempat :
Telah dilaksanakan Musyawardh Desa untuk menyepakati penyelesaian masalah yang

dihadin oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat,
sebagaimana daftar hadir terlampir.
A. Permasalahan yang dibahas:

..............................................................................................................

.................................................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................................................

Setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang terjadi, peserta musyawarah
bersepakat serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir
dari musyawarah penyelesain masalah ini, yaitu:

.......................................................................................................................................

................................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa

Wakil Masyarakat



DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH

NO NAMA ALAMAT TANDA TANGAN |

10.

il.

12,

13.

14.

dst




FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DAFTAR IS1

Hal
KATA: PEMOANTAR o s v s s s i s s e e it sy i
DAFTAR TABEL covivmmummss s sy sooi s e s s iy isss s ssivieoss
DAETAR BT covauvuminmossammissonis oo s s s i s s e h s RS v s
BAB I EPENAELNIRN, o nmsmmimmimamsss s s s e s hams s s s S S e 1
BAB Il PELAKSANAAN KEGIATAN

BAB III
BAB IV
BAB IV

BAB V
BAB VI

BAB VII KESIMPULAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN

2.1 Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2.2 Pelaksanaan Kegiatan Fembangunan Desa

2.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan

------------

2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

..............

REALISAS] BIAYA . ipismsisiniminsssisssmsmisiasvrsicaiassii

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

..............................

PENYELESAIAN PERMASALAHAN, KENDALA DAN HAMBATAN
3.1 Penyelesaian Permasalahan

...............................................

3.2 Penyelesaian Kendala dan Hambatan ..........ccccveeviiienennenen,

PERUBAAN KEGIATAN .o ianmiusiiimassiasissiniassis
SERTIFIKASI KEGIATAN

............................................................................

.............................................................................
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FORMAT REALISAS] BIAYA KIZGIATAN

REALISASI BIAYA KEGIATAN

Tahurn............
Uesa
Kecamatan — i
Kabupaten -
Provinsi Kegiatin :
Volume [
; : =] : . b Jumlah APS Jumlah Jumlah
URAIAN Dari Dari Dari Satuan Harga Jbaruan Iesa Sumber Lain Swadaya
Total APB | Sumber Shedn R (Rpj (Rp.} (R i
Desa Lain e A E: Rl
1. BAHAN a b c d=a-h ¢ 3 E h=bxg i=cxp ~dxg
1
t.2
1.3 i '
1.4 | i
lsase .
Suli Total 1) ? Kp Rp Rp
2. ALAT T
2.1
2.2
24
25 |
2.. | :
Sub Tow 2) | Rp Rp Rp
a. UPAH
3.1
3.2
3.3
Ei
Sub Total 1) | Rp -{Rp f Rp
Total Binya Kegiatan Rp
St P Total Biays Suwinber Lain Rp
Total Diava Swiulava Rp
[Toml : Rp
Desa......, tanapgal, ..
Menyetujul
Kepala Desa Pelaksana Kegatan ...ovvveiiiiivnniennnn .o,
Kerua
Lorossimma i e e ]




. FORMAT REKAPITULAS]I REALISAS] BIAYA

REKAPITULAS! REALISAS] BIAYA

Menyeiuju
Kepala Desa,

TAWYUN & ssonasamesms
Desa Kabupaten S .
Kecamatan e e it et e e i .. Provinsi . e e -— -
Bidang/ Jenis Kegiatan T Biaya dun Sumbcr Pembiavaan
Laokas Valume - z
jenis Keg . V'ermnerintah bk K )
Badang Jenis Kegintan Jumlah (Rp) | Dana Desa {Rp) ADL [ivp) Swadaya (Rp) Wik PaEE Pibak Ketign
¥ / acTE _
b ¢ d ¢ f g h ; j K
I'enyelenggaraan | a.
Pemerintuhan I
Desn .
Jumilah Per Bidang 1
HE
Pembangunan —
b. A,
Desa - S faad - o =
. ~ & ==Y
Jumlah Per Budang 2] g = -
| I ] _ . | . - S
Permnbinaan a
; 1.
Kemasyarakatan c
Jumlah Per Ihidang 3 _
i
Pemberdayaan b.
Masyarakat ", . _ aa [
.
Jumlah Per Bidanpg 4] B i
JUMILAH TOTAL -
Deset.tanggal., o

Pelaksans Kepglalan .....cooovvveeeeieienennn,

Retuan



FORMAT FOTO KEGIATAN

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI AWAL (0%)
KBGIATAN: vecmesmibonumesamsis

LOKASI (A)

LOKASI (B)

LOKASI (C)




. FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KCNDISI 40%
KREGIATANY ooommivmressangossssisms

LOKASI (A)

LOKASI (B)



FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 80%

KEGIATAN: ....ovoveevieieeeeie e,

LOKASI (A)

LOKASI (B)




FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 100%
KEGIAT AN ot e e e rareasnsenenns

LOKASI (A)

LOKASI (B)




FORMAT GAMBAR PURNA LAKASANA

GAMBAR
PURNALAKSANA

KABUPATEN

KECAMATAN

DESA

JENIS PRASARANA

LORAS]

JUDUL GAMBAR

[hgambar Olkeh

Tim 'elaksana

Kegiaan {Kuader
Teknik)

Dipeniksa dan
Disctujui vleh
Tenaga Ahl
Profesional/ Dinas
Instunsi terkait




FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa tahun anggaran ........... di
Desa........ Kecamatan ............ Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur
maka pada:

Hari dan Tanggal = @ veriissii s

Jam ' : dari pukul......... s.d. pukul
Tempat '

.....................................................

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka
Pertanggungjawaban Kegiatan yang dihadini oleh wakil-wakil dari masyarakat,

desa serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan
sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik vang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan rapat den narasumber adalah :

A Materi Bahasan
Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:
1. Laporan pelaksanaan kegiatan;
2. Tanggapan/ masukan masyarakat atas laporan pelaksanaan
kegiatan;
Pembahasan tanggapan dan masukan masyarakat;

3.
4. Merumuskan tindaklanjut tanggapan dan masukan masyarakat;
5. dst...

......................................................................................................

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat T — T i
Sckretarias / Notulis :  .coccciivvvieciveees AT e,
Narasumber ; Ti conwsuinmnsivikons U8Rl wuusmaravansasnisses
7 AEEL wosmmmsncsnsmmssonsnsinians
2: dari . se
v, RO TR ARIL 1eosormvmmemmrsvessonusenases
Dl s aaussawnemansanens (1 F 21 o SRR



FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
(lanjutan)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana
tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa dalam rangka
pelaksanaan pembangunan Desa memutuskan dan menyepakati beberapa hal
yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu :

...................................................................................................

....................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................

kaves 30000 = A B BB e

Demikian berita acara i1 dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa



FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
(lanjutan)

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

NO | NAMA ' ALAMAT TANDA TANGAN

10.

1=

12.

13.

14.

dst




FOHRMAT PEMARNTALIAN
|. FORMAT PEMANTALAN FELARSANAAN REGIATAN

PEALAS TAL AN PELARBSARAAN RK=GIATAR

Talwn
MICREDT i Stk i g5 S e W et g ey P SRR L
R amataln
harlrupmaten
Pruvinss
i 2 Ketesangn
o Regiarnn © Dukunien vy dipanian ' ' Tivduh {penieiasan il tdakl

1 [Penriapan Pelaksana hegiatan

[.'Slrukiur pulakanina kegiatan AENCE KL DS L Busvaniking
1 [Rencaia Kerjn Kegiatdn Uesa - —. [
[Dokumen senana kenn me g e kan detal Regusan i by

A |Somilsas Keguios Thesn -

TRt S S IE R ki S huru i Eei e sl PR s

| e lnkmasrin eyt

3 |Prmbekalan dan A pelatiban dabion cogho peles s Keaian Thewn |

Maleri pombekadan pelalinun seausi dengan kebuatiluem Keguitan

Pematert mumpu nienjeliskan matert eyt kel secara baik dan anwdsl
dipahasui

w

Pentlataan kebutubing temngs keaga

Infermasi kehutuhan tennga kerja discbartuuskin kejusthn selsgainn lemr
mAsHrAk

6 | Pendaftaran cadun ienugn kerjn

[Llul.utt Wil Kersmendavaguimkian sumber dak: soiemysl

JCnlon tronugn ke e igini eeson beeasal e b

7 |Pembavaran upqah !

1
Pembuyuran upnh dilukukan sesuii dengin kesepnkutnn yuog tipenanjikan |
T

Pembayaran upah dilakulan secaru iranspinan sesisn deogan vung thiacpoakng

4 | Penddnyaguninn sumiber dovn alom vang iulis b Dexs

]Mrngu:amakan penggunann bahan nunerid hakoyd

|Pemuulnuiin sember diy s pliun tidak e iesme Doighimpint,

Mueervetigna

Boepndn 13exi,

Ten Prinmnmis Mas bk

> T
G (Healiasdi Switbio s dedietl Bentull Geng, b tht Drng !
'
AE S I
Swnehwea bl ek g, b b e ceeenlisasi sesine ez
10 |Dokusien Hibah Gabih dlani sy ki : ;
Permciujunn penghibmhsn lanuh /dubuee teludr et bl wans ! 1
" - : i
Keputusa hiluhy taoihy chan ielile melndon pooses wussaswnmh desa !
D( ] 1
il tkimen pemyalnnn masvamkat tidak menuniue gann rapi
Pernvataw ek menuntul gt cugs stedal d:bakukam o s musviawarh .
Miayns Akt
12 |Pembabdsius pengiduon masvamkin
[Pengurtunt awsvicnlei Aiproscs, tmngnai durs gl o1k
13 |Laporan masslah. kendnla din humisian
.\'!Iuahlh:kl‘nllhfﬂ tan RAmbatan dalam ek innm, bl ditindaxinyut dan '
disrlesainnn
]
14 |Perubshan pekeraan i
, - i
Perubrhan peketjnan 1ednh dilmbing den hine paksitn ke Ink~nu Keginisa: *
bersamn innsvaniking i
15 [Fato dokunmenias kegintan ’
iﬂokumrnl.lm fute kegintt inhast ukitu cibuin s kondisi 0, 507 e 1
- | 100 din sudul peigwmbilan vang sama
lDukanclllu:d b vning MeNgEsm koo kegininm serinng brrlangsung
16 |Gambar punom biksina .
]U"mm\f LAITns Lakisianis ahbuint sesuad e §mliaie. kr};,;l:.-n
CThaREY L




